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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tuban 

Nomor 1 Tahun 2018 terhadap larangan pemasangan alat peraga kampanye di temput 

umum pada saat penyelenggaraan kampanye pilkada di wilayah Kabupaten Tuban. 

Dalam regulasi terkait termuat aturan-aturan yang salah satunya berupa larangan 

pemasangan alat peraga di tiang listrik dan pohon. Peraturan dibuat untuk ditaati, 

namun pada realitanya di Kabupaten Tuban masih banyak dijumpai pelanggaran-

pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye. Banyaknya alat peraga 

kampanye yang terpasang khususnya di pohon dan tiang listrik menunjukkan adanya 

kesenjangan antara regulasi dan implementasinya. Selain melanggar ketertiban umum 

pelanggaran ini turut menjadi sampah visual yang merusak lingkungan dan keindahan 

kota. Persoalan ini dimuat dalam dua rumusan masalah: bagaimana implementasi 

Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 terhadap larangan 

pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum; dan bagaimana perspektif siyasah 

tasyri’iyah terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan 

sosiological jurisprudence. Adapun pengambilan data pada skripsi ini dikumpulkan 

melalui metode observasi lapangan, wawancara pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, dan dokumentasi pelanggaran. 

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif 

menggunakan pola pikir deduktif, yang mana data diolah kemudian diuraikan secara 

sistematis dan dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum dan konsep siyasah 

tasyri’iyah.  

Hasil penelitian mencakup sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan regulasi 

dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 terhadap pelanggaran 

pemasangan alat peraga kampanye belum terlaksana dengan optimal, hal ini disebabkan 

oleh faktor-faktor yang menghambatnya. Berdasarkan data hasil wawancara, diketahui 

faktor-faktor tersebut mencakup lemahnya subtansi regulasi, lemahnya koordinasi antar 

institusi, kurangnya sumber daya aparat penegak hukum, rendahnya tingkat kesadaran 

hukum masyarakat, dan adanya budaya pragmatisme pada aturan yang berlaku. Kedua, 

jika ditinjau dalam perspektif siyasah tasyri’iyah, implementasi Peraturan Bupati 

Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 belum efektif dalam penegakan hukumnya, 

yang mana Bakesbangpol dan Satpol PP Kabupaten Tuban belum menerapkan prinsip 

maslahah ammah (kemaslahatan umum) dalam pelaksanaan tugasnya. 

Dengan demikian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Pertama, 

perihal regulasi, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban memperjelas 

subtansi hukum dengan pemberian sanksi serta menguraikan batasan keweangan antar 

institusi. Kedua, perihal aparat penegak hukum, diharapkan membangun koordinasi 

yang baik antar institusi dan menindaklanjuti dengan segera terhadap tiap pelanggaran 

yang ditemukan. 
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